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Lampiran 5 : Buku Bantu Piutang (BBP) pada PKPRI Delta 
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Lampiran 8 : Daftar Kas Umum Harian (DKUH) pada PKPRI 

Delta Manunggal Sidoarjo 
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Lampiran 10 : Pedoman Wawancara pada PKPRI Delta 

Manunggal Kabupaten Sidoarjo 

Pedoman Wawancara 

Nama Informan  : 

Jabatan  :              

Tanggal Wawancara : 

1. Apakah PKPRI sudah punya bagan struktur organisasi yang 

meliputi pemisahaan fungsi? 

2. Apakah formulir ataupun dokumen yang dipakai dengan 

nomor urut cetak dan diawasi penggunaannya? 

3. Apak di setiap transaksi di otorisasi lebih dari satu fungsi? 

4. Apakah terjadi perputaran jabatan karyawan dalam setiap 

tahunnya? 

5. Secara periodic apakah fungsi akuntansi mengirimkan surat 

pernyataan piutang ke anggota koperasi untuk menguji 

ketelitian catatan piutang? 

6. Apakah dalam memberikan kredit terdapat jaminan yang 

diminta kepada para anggota koperasi? 

7. Apakah fungsi akuntansi terpisah dengan fungsi kas? 

8. Apakah penerimaan pinjaman menggunakan formulir surat 

pengajuan pinjaman dan di otorisasi oleh fungsi yang 

berwenang? 

9. Apakah kredit diotorisasi oleh fungsi kredit tersendiri? 

10. Apakah terdapat pencatatan yang kemudian dilakukan 

pengecekan di setiap transaksi oleh fungsi yang terkait? 



11. Apakah PKPRI menggunakan kartu pembantu piutang 

dalam melakukan pencatatan piutang di laporan 

keuangannya? 

12. Apakah ada persetujuan oleh fungsi yang terkait dalam 

penghapusan piutang 

13. Apakah terdapat kebijakan dari pengurus maupun 

pengawas PKPRI dalam membuat keputusan penghapusan 

piutang? 

14. Apakah ada rekening besarnya perkiraan piutang tak 

tertagih? 

15. Apakah pencatatan besarnya kerugian piutang sesuai 

dengan laporan keuangan yang termasuk saldo piutang? 

16. Apakah setiap penyajian laporan keuangan diadakan analisa 

oleh pengawas maupun pengurus PKPRI? 

17. Apakah dalam penagihan piutang ada pemisahan fungsi 

antara fungsi pencari anggota peminjam dan penagihannya? 

 


